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SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.92-Bag.Orgs /2025

TENTANG

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

bahwa dalam rangka transformasi sumber daya manusia
aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Barat, perlu menetapkan kedudukan setiap jabatan di dalam
struktur organisasi Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, peta jabatan
di masing-masing unit organisasi yang menggambarkan
ketersediaan dan jumlah kebutuhan PNS untuk setiap
jenjang Jabatan,;

bahwa dalam pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peta Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan
Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4688);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



10.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi
Jabatan Pegawai Negeri Sipil,;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

Peraturan Badan Kegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan
Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 497);
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Barat Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung
Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis
Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor : B/1896/M.SM.02.00/2024 tanggal 20
Desember 2024 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi
Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat;

MEMUTUSKAN:

Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ sampai dengan
Lampiran L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tujuan penetapan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU adalah sebagai pedoman yang memuat
gambaran kedudukan setiap jabatan dan informasi kekuatan
jumlah pegawai untuk setiap jabatan dalam unit kerja dengan
struktur organisasi Perangkat Daerah.

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati
Bandung Barat Nomor: 100.3.3.2/Kep.868-Bag.Orgs/2023
tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat.



KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 19 Februari 2025
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.
ADE ZAKIR



